BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berinteraksi

secara sosial melalui perdagangan atau bisnis. Sebagai Negara berkembang,

da peningkatan pembangunan di segala sektor,

atunya tentu dengan menge gkan suatu bisnis yang sangat

nguntungkan dan bermanfaat bagi perekonomian negara, terutama pasca

melanda krisis ekonomi. Hampir seluruh ‘ ara Asia pada akhir tahun 1997
melanda Indones

i ra sahaan yang
mpu lagi membiayai

ga
i suatu kerugia
a: Oleh erysahaan arps melakukan

Perseroan adala m yang mampu melakukan usaha dengan
tidak melanggar peraturan pe
kesusilaan, sebagaimana yang secara t
Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pelaku usaha adalah pelaku usaha yang
menggabungkan  usaha dan  mengembangkan  usahanya  dengan
mengintegrasikan unsur-unsur usaha melalui penggabungan, pengambilalihan,
dan peleburan. Salah satu strategi yang paling umum digunakan oleh para pelaku
usaha adalah pengambilalihan saham (akuisisi), yang bertujuan untuk

meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Pembelian saham dapat



memperbaiki atau meningkatkan kondisi keuangan perusahaan dan
meningkatkan investasi perusahaan.

Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dapat
dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengakuisisi

(mengambilalih) saham suatu perusahaan bahwasannya pengambilalihan saham

me ,1 aRya,_perubahan._status Pgemilik saham, yang beralih dari

egang saham perusahaan terakuisisi pemegang saham pengakuisisi.

gan begitu yang berubah bukanlah Ha status perusahaan, melainkan

jadi siapa pemegan=ha =pe SisE a
te isi, keduanya Uri n
peru secara mandi isi m

pengamb A perusana an kendali atas

perusahaan yafig, © isichﬁtRiAZWﬁrNG akuisisi tidak

mengakibatkan perusahaanlperseroan yang diambil alih sahamnya menjadi

ahaan yang

an kegiatan

merupakan bentuk

bubar atau berakhir.® Pada*Rhinsip perhitungan jumlah nilai aset dan ailai
penjualan gabungan hasil akuisi N3 : aRya_meliputipertisahaan
pengakuisisi dan perusahaan yang di akuisisi. *

Pengambilalihan saham merupakan aktifitas bisnis yang berpotensi
mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada Pasal
29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan pelaku usaha untuk

1 Abdul Moin, Merger, Akuisisi Dan Divestasi, CV Adipura, Jakarta, 2021, him. 10

2 Susanti Adi Nugroho, Ibid, him. 480

3 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him. 509

4 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, him. 648



menotifikasi penggabungan perseroan terbatas maksimal 30 (tiga puluh) hari
telah berlaku efektif secara yuridis atau tepatnya setelah disetuju Menteri Hukum
dan HAM. Pasal tersebut memberikan kewajiban kepada pelaku usaha yang
melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan

saham yanggtelahsmemenuhi nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah

aKUkan-pemberitahu komisi pengawas persaingan

a (KPPU). Perlu diketahui pula bahwaundang-undang merupakan peraturan

h lembaga yang berwenang.®

oleh i : Jatu perusahaan.
Penga
aham perusahaall yeRg ke pemegang saham

LKARAW‘A”NGI tetap berdiri

sendiri dan menjalankan Kegiatan perusahaan secara mandiri. Akuisisi dapat

mana pe

pengakuisisi.

menghasilkan perubahan dall perusahaan yang diakuisisi goleh
pengakuisisi. Dalam proses akuisist; hitunga i penjyalan
gabungan melibatkan perusahaan pengakuisisi dan pere g diakuisisi.
Hal ini penting untuk menilai nilai perusahaan dan menentukan harga atau nilai
tukar saham dalam transaksi akuisisi, penting untuk mempertimbangkan dampak

akuisisi terhadap persaingan pasar dan efisiensi ekonomi. Keberhasilan akuisisi

5 Muhammad Gary, Yuniar Rahmatiar, Rizki Amanda, Akibat Hukum atas Keterlambatan
Memberikan Notifikasi Akuisisi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor
20/KPPU-M/2020), Jurnal Justisi Hukum, Volume 7, 2022, him. 3, Diakses tanggal 4 Mei 2023,
Pukul 11:02 WIB



dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, tetapi juga perlu
diawasi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran peraturan persaingan yang
dapat merugikan masyarakat atau pelaku usaha lainnya.

Pra Notifikasi dan Post-Notifikasi adalah istilah yang umum digunakan
dalam proses akuisisi perusahaan. Pra Notifikasi merujuk pada pemberitahuan
yang diajukan kepada otoritas pengawas persaingan sebelum pelaksanaan
akuisisi_di Ressementara “itu, Post-Notifikasi adalah pemberitahuan yang
digjukan setelah akuisisi selesal 'Iakijzalam konteks penggabungan,

eburan, dan pengambilalihan perusahagh, terbentuknya monopoli dapat

%
nbuat penggunaan suraber daya=ekonoq ! -------- jadi tidak=efisien. Ketika ada
sa au hanya sedikit sen jyang ar aha mungkin
kehi \g dorongan untu pol a ling efisien. Hal ini

dapat me N IS TneRlg STAM =T i nharga yang

WG KARAWANG ™ ™

hukum, memiliki tangg awab untuk menjalankan usahanya tanpa melanggar

seharusnya

peraturan perundang-undangan, Ketértiban umum, dan/atau kesusilaan. Dalam

hal penggabungan, peleburan, danleengambilalihan, perseroan juga harus

mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dala

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya keterlambatan
pengambilalihan (akuisisi) saham antara PT. Agro Pratama dan PT. Dharma

Satya Nusantara. PT. Dharma Satya Nusantara melampaui waktu pembayaran



untuk akuisisi saham yang milik PT. Agro Pratama yaitu pihak dari PT. Agro
Pratama melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU). KPPU menilai PT. Dharma Satya Nusantara melewati jangka waktu 30
hari dalam proses akuisisi saham. KPPU telah menyatakan bahwasannya PT.

Dharma Satya Nusantara melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saat

men pilalih saham perusahaan tersebut.
Sebelumnya sudah ada péne 'tia%embahas tentang judul dugaan

s keterlambatan pelaporan dalam peng bilalihan saham, untuk menjaga

lian dalam penulisansifiz perielis !:,:: dua)=penelitian sebelumnya

si Hilla RyanUM e' Kristen Indonesia

m
Ja idiSed rlambatan

02 2==yg "'“llli"-l |

Notifikasi hadap h Abadi Multi
Usaha Oleh mbyRAm Putg\ﬁ mor 05/KPPU-
M.2019).% Hasil darilgpenelitian_ini yaitu kesalahan yang dilakukan/PT
Ciliandry dikarenakan ketidaktahua epgenai aturan pembegitahdian
akuisisi saham bila melebihi nilai aset'se pasal 29. Atas ke an ini
di berikan sanksi denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha
diharapkan setiap pelaku usaha dapat lebih memahami aturan

pemberitahuan akuisisi. Perbedaannya yaitu Skripsi ini lebih berfokus

pada analisis aspek yuridis dari keterlambatan notifikasi pengambilalihan

® Hilla Ryani Hotnida Manalu, Tinjauan Yuridis Atas Keterlambatan Notifikasi Terhadap
Pengambilalihan Saham PT Anugrah Abadi Multi Usaha Oleh PT Ciliandry Anky Abadi (Studi
Putusan Nomor 05/KPPU-M. 2019), Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2022



saham, sedangkan peneliti lebih menekankan pada implikasi hukum yang
timbul akibat keterlambatan pelaporan dalam pengambilalihan saham
yang dilakukan melanggar undang-undang larangan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.

2. Skripsi_Heni Ulfa Yuliatin Aminah, Universitas Jember, 2014, yang
he j imjauian, Y uridis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan
Saham PT. Austindo Nusantara Jiﬁkent oleh PT. Mitra Pinasthika

Sehat.” Hasil

Larangan Praktek

ari penelltlan ini

\; ut Pasal 29 U

am (akuisisi)
1999 menjelasakan
ahun 2010
KAbRrAW RN&Gahukan kepada
KPPU jika nifaipasetigabungnya minimal Rp. 2.500.000.000 (dua triliun

lima ratus miliar rup da

ilai penjualan gabungannya minimal/Rp.

5.000.000.000.000 (lima tr E PT._MitragRinastilika
Mustika tidak terbukti melakukan praktekK'me kdan persain@an usaha
tidak sehat, tetapi PT. Mitra Pinasthika Mustika terbukti melanggar
ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perbedaannya

yaitu Skripsi ini lebih menitik beratkan pada analisis aspek hukum yang

terkait dengan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham,

" Heni Ulfa Yuliatin Aminah, Tinjauan Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan
Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, Universitas Jember, 2014



sedangkan peneliti lebih menekankan pada akibat hukum yang timbul
akibat keterlambatan pelaporan dalam pengambilalihan saham, serta
mengaitkannya dengan undang-undang yang berkaitan dengan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul AKIBAT
HUKUM ATA KETERLAMBATAN PELAPORAN DALAM
PENGAMBILALIHAN SAHA MikRA PT. AGRO PRATAMA

DAN PT. DHARMA SATYA NANTARA BERDASARKAN

NDANG UNDA NOM TENTANG

ARANGAN PR | RSAINGAN

| dentifikasijasala KARAWANG

Adapun per

ang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapa I aham di PT. Argo Pratama dag’ BT.
Dharma Satya Nusantara de pelapora gpada
KPPU?

2. Bagaimana akibat hukum atas keterlambatan akuisisi saham perusahaan

pada Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-M/2019?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui alasan mengapa suatu pelaporan akuisisi saham
perusahaan kepada KPPU hanya terkait dengan akuisisi yang memiliki
nilai materiil

2. Untuk mengetahui suatu akibat hukum atas keterlambatan akuisisi
saham perusahaan pada Kasus Perkara KPPU Nomor 29/KPPU-

M/2019

D. | aat Penelitia

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teor iddpat=da : adalah untuk

enambah wawa

Praktis

'KARAWMG“EHJadI Legal

jadikan oleh para praktisi hukum sebagai sarana

Opinion yangidapa
memecahkan suatu Nasa p_terkait faktor yang menyebabkan
suatu pelaporan akuisisi kepadaBisRPU apa alt akunsisi
saham yang nilainya itu materiil, serta me pat hukum
atas keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham perusahaan yang

menyebabkan pelanggaran terhadap KPPU.

E. Kerangka Pemikiran
Dalam proses pertumbuhan atau perkembangan perusahaan ada 2

(dua) jenis metode dalam pertumbuhan perusahaan untuk memperluas



ekspansi bisnisnya, Pertama yaitu pertumbuhan jalur dalam perusahaan
(internal growth/organic), Kedua yaitu pertumbuhan jalur luar perusahaan
(external growth). Strategi jalur luar sendiri salah satunya terdiri atas tiga
wujud berupa Penggabungan (merger), Peleburan (konsolidasi), dan

Pengambilalihan Saham (akuisisi). Tujuannya untuk memperluas pasar

ngga_perusahaan niemiliki peluang mendapatkan keuntungan lebih

pesar. Namun sering ditemuiperbuat nyimpang yang mengarah pada

bentuk struktur pasar yang bersifat oligopolistik ataupun monopolistic.®

Dalam menja@er@la da-penelitiai=ifi=grand teori yang

gunakan penulis T 3 rut Utrecht
\\ ian Hukum a : at umum membuat
-\n \engetene Rlatan-apa-yang aleloleldilakukan,
dan be e an pemerintah

S KARAWANG
karena dengamiadanya, aturan yang Dersifat” umum' itu individu dapat

mengetahui apa saja yahg boleldibebankan oleh Negara terhadap Indivjdu.

9Tanpa Kepastian Hukum a imbu idakadilan dan ketidakpasgian

dalam pengembangan dan pelaksanaan ht

Notifikasi merupakan suatu pemberitahuan dengan cara tertulis dari
pengusaha untuk KPPU tentang penggabungan perusahaan yang dilakukan

oleh perusahaan. Tata cara penyampaian pemberitahuan diatur didalam

& Abdul Moin, lbid, him. 13.
% Riduan Syahani, Rangkuman Intisari llmu Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019,
him. 23
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Pasal 12 sampai dengan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010
tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan
Saham Perusahaan yang bisa mengakibatkan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:°

1. Pemberitahuan tertulis dari pengusaha dilakukan dengan cara

memengisi  formulir-agtifikasi rger dari KPPU yang memuat

identitas perusahaan, ranecangan ger, nilai aset atau nilai hasil

penjualan perusahaan.

Setelah menerimashetifikasSiztersebut=KRRU rmenilai=ada atau tidaknya

dugaan praktik olijdan/a ! sehat akibat

ari merger ters F ung sejak notifikasi

3. Diberikan kesempatan tRe mwﬁnsultaﬁ secara
A

lisan ata ulisidengan K %blla nilal aset atau nilai penjualan

melebihi syarat dakisperatlisan KPPU.

4. KPPU memberikan sara lis ke a.perusahaan terkait daf'bukan

berupa persetujuan atau penolakan.

Dalam hal ini middle teori yang digunakan penulis yaitu konsep
Keadilan Prosedural dapat menjadi opsi untuk penyelesaian. Menurut

Rawls, Keadilan Prosedural diperlukan untuk memastikan bahwa

10 Sryani Br. Ginting, Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha Yang
Sehat, Jurnal Law Pro Justitia, Volume 1, 2015, him. 54, Diakses tanggal 26 Februari 2023, Pukul
11:08 WIB
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keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan proses yang adil dan
transparan. Dalam hal keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham,
Rawls akan mendukung prinsip kesetaraan dan prinsip keadilan prosedural

untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama

dalam memperoleh informasi.t!

Notifikasi atau pemberitahuan gleh pelaku usaha terdiri dari Pra
lotifikasi dan Post-Notifikasi. lW*\Iotifikasi diberikan sebelum
penggabungan perusahaan menjadi saty dilakukan oleh pengusaha yang

//
i g ut.. sedangkan=.Post-Notifikasi

" ef yuridis, dan
S a administratif jika

i d
pe A Ak kasi.dtau pembetital sebut.

Adapt ) aka mmnmlyaltu Pra
Notifikasi yang aKa afrakuisi perusahan

pada dasarnya wajiamelakukan konsulitasi dan penyampaikan kepada

komisi pengawas persainga a agaridikemudian hari prosesg@Kuisisi
yang telah dilakukan tidak menimbt masalah hukum._dvlenurut
ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
sebelum diambil tindakan hukum apapun mengenai penggabungan,

peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham, terlebih dahulu harus

11 Rawls Jhon, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1971, him. 6-8.
12 Sryani Br. Ginting, lbid, him. 56
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dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna mendapatkan
notifikasi agar tidak melanggar ketentuan tersebut.*3

Komisi pengawas persaingan usaha atau yang lebih dikenal dengan
KPPU adalah sebuah lembaga yang berwenang dalam menegakkan aturan

ntangeepersaingan, usaha.~KPPU lam menegakkan aturan harus

perdasarkan kepada peraturan per

g-undangan yang berlaku, di

Indonesia peraturan tersebut diatur dalaf Undang-Undang Nomor 5 Tahun

999 tentang Laran ----- ., -------- Usaha Tidak

hat. Komisi Peng ang dibentuk

¥ engawasi pela iatan usahanya agar

tidak

kan pra
u MiRﬂWANGkan terjadinya
perubahan kepemilikampsaham mayoritas dalam suatu perusahaan yang
dengan kata lain berartit@sjadi'pefubahan kepemilikan atas perusahaan yang
di akuisisi, kepemilikan yang “Befupa prose mbelian _sahamgPerseroan
terakuisisi (acquired company) oleh per acuiring
company) sehingga perseroan itu memiliki jumlah mayoritas dalam

kepemilikan saham. ** Pengambilalihan dapat dilakukan dengan saham

yang belum diterbitkan atau yang akan diterbitkan oleh perusahaan.

13 Adwitiya Priyotama, Pemberi tahuan Merger dan Akuisisi Perusahaan Asing dalam Peraturan
Persaingan Usaha di Indonesia, Riau Law Journal, Volume 4, Nomor 2, 2020, him 136, Diakses
tanngal 18 November 2022, Pukul 11:08 WIB

14 Moch Dzulyadain Nasrulloh, Dampak Keterlambatan PemberitahuanPengambilalihan Saham
Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal
Suara Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021, him. 148, Diakses tanngal 16 November 2022, Pukul
22:08 WIB

15 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 2010, him.
361
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Pelaku usaha tidak boleh melakukan pengambilalihan saham
perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya
praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Akuisisi tetap boleh
dilaksanakan, tetapi apabila akuisisi tersebut mencapai batasan nilai
tertentu, maka wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Republik Indonesia. Mengenai sistem pemberitahuan (notifikasi)

I bagi perusahaan yang akan melakukan
penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan saham yang sifatnya

sukarela. Pra notifikasi ini dilakukan setelah terdapat perjanjian atau

d

kesepakatan atau nota kesepahaman atau dokumentasi tertulis lainnya di

antara para pihak yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan

penggabungan atau peleburan perusahaan atau pengambilalihan.

metode peneliti if. dengan beberapa hal yang harus diperhatikan
sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan ini penulis mengg endekatan
yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut
adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data
sekunder vyaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi

kepustakaan, dan data penunjang nya berupa jurnal hukum, artikel, dan

media internet.
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2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi dalam penellitian ini adalah bersifat deskriptif
analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk
memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan
berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif, untuk meneliti peraturan

perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang

majelis KPPU.

. Tahapan Penelitian

Tahapan p ian kikan=c i

Mencari kasu

ap

Menentukan j

penyusunan

g. Perumusan hipotesa

h. Menyimpulkan serta memberikan

4. Teknik Pengumpulan Data
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Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis
melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder
dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memliki
kaitan dengan penelitian yang dilakukan meliputi: Undang-Undang
Noma Tahun 1999 Tentang\ Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha 'ak* Putusan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha, serta Iainnya%

b. Bahan hukum==sekunder =yailt==bahan=baham==hukum yang
memberikan las e ai baha r, terdiri dari
referensi litera p ‘ k ersaingan usaha, dan

um K(AaR)ﬁrwnLN\Gg memberikan

petunjUkmaupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan huku nderaBahan hukum tersier yang digunakan' ini
seperti jurnal, skripsi, dafmmedia

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara

kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (problematis).

Metode ini adalah cara berfikir problematis dari subjek hukum yang

menjadikan terbentuknya penalaran yang komprehensif dari perspektif

sistem (teks normatif) dan sekaligus problematis, dengan
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memberhatikan berbagai kepentingan yang terlibat di dalamnya atau
bisa disebut individu. Sehingga penulis mampu menguraikan dara yang
sudah di peroleh dokumentasi melalui putusan pada perkara KPPU

Nomor 29/KPPU-M/2019.

G. Lokasi Penelitian

lam penelitian ini adalah sebagai berikut:

.c- .:.: gan Karawang

2. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)







